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VPROYI.NSIV JAWA TENGAH

™

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2019
o  TENTANG' | |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR |

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘ BUPATI KARANGANYAR :

"_Menvimba?ng a bahwa dalam rangka pencapaxan tuJuan penyelenggaraan
D pemenntahan ~ daerah.. dlbutuhkan .orgamsas;;
. ‘:?"penyelenggara pemenntahan yang balk | ' o
- b.’bahwa untuk efektlﬁtas, eﬁ31en31 dan optlmahsaSI fung81 A'_ |
i_;dalam penyelenggaran urusan pemermtahan di daerah -
perlu v restrukmnsas1 - Perangkat - Dacrah yang'l
e menyelenggarakan | urlvi'.éan" . pemerintahan  bidang
i ,pertaman urusan pcmermtahan bidang kelautan dan -A
| -penkanan urusan pemermtahan bidang perhubungan
- urusan pemermtahan bldang peker;]aan umum dan
penataan ruang dan urusan pemermtahan bldang.,
,: perumahan dan kawasan permukzman |
c ‘bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan‘
- Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan: :
_atas Peraturan Pemermtah Nomor . 18 Tahun 2016
- tentang Perangkat Daerah Peraturan Menterl Dalam’_
' Negeri 107 Tghun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur -
Inspéktorat Daerah "Pr(")Vin'si ‘dan Kabupaten/Kota dan o
v'Peraturan Menteri Dalam Negen 11 Tahun 2019 tentang'
.’ Perangkat ~ Daerah yang’ I/Ielaksqnakan . Urusan

. Pemerintahan di 'Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,



Ry jiMenginga?-* :

| ':'maka perlu untuk menyesualkan Perangkat Daerah yang : o
menyelenggarakan Urusan Pemenntahan , di bldang 2   v
' Kesatuan Bangsa dan POlltlk fungs1 pengawasan R
B penyelenggaraan pemerlntahan daerah dan Rumah Sakltv'_-f L
.Dacrah Fo T T S
.'bahwa - berdasarkan . pertlmbangan 'bsveb»agajrhahé’
| dlmaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu )
: 'membentuk Peraturan Daerah tenta.ng Perubahan atas o
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 - o
‘.’_:,Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan o
’ Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, o ‘ ,:‘
o Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk -
L "Indonesm Tahun 1945 | S | : : :
2. vUndang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tver'itéu_)gI f |
L B Pembentukan Daerah daerah Kabupaten v‘dalarri
o ngkungan Prov1n31 Jawa Tcngah | R N
. b’v:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur"
o Slpll Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm” o
e Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara -
,f‘Repubhk Indonesm Nomor 5494) S
._Undang-Undang Nomor 23 Tahun : 2014 t‘é'ntéﬁg-' ’
o F: Pemermtahan | Daerah (Lernbaran ' Negara , Repubhk'
IndoneSIa Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran B
Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 5587], sebageumana .
,_'telah diubah- beberapa kah terakhlr dengan' ” |
_ Undang—Undang Nomor 9 Tahun v 2015 tentang o
Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 |
o Tahun 2014 tcntang Pcmenntahan Daerah (Lembaranf-,‘ v,
'Negara Repubhk Indoncsm Tahun 2015 Nomor 58, ’
,Tambahan : Lembaran Negara Repubhk Indonesm;" R
" Nomor 5679) | N : Sl
Peraturan Pemcrmtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang T
B b‘ Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia =
EEE Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara ‘:._ L
.*’: Repubhk Indonesxa Nomor 5887) sebagalmana ‘telah
dlubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun" |

o 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah



KARANGANYAR

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: : ”

SR (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2019? ; .
v’"Nomor 187 Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk "
Indones1a Nomor 6402), LT e o

; . P Peraturan Menterl Dalani Negen Nomor 107 Tahun 2017 e ;b (SN -

vb.f.v,;;:tentang Pedoman : Nomenklatur Inspektorat Daerah. .

| F:Prov1n31 dan Kabupaten/ Kota lBerlta Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605) C |

Peraturan Menten Dalam Negcn Nomor 11 Tahun 2019»

tentang Perangkat Daerah yang Mclaksanakan Urusan': |
Pemenntahan dx B1dang Kesatuan Bangsa dan Politik

;'>‘(Ber1ta Negara Repubhk Indone31a 'I‘ahun 2019}_ {  '}

o Nomor 194), R S R T

| v."fPeraturan Daerah Nomor v 16 Tahun 2016 tenta_ng |

” ﬂ Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ) k

- ) 'Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar |

o iTahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah':}' .

- Kabupaten Karanganyar Nornor 67)

Dengan PersetUJuan Bersama e

o DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR e

dan R
BUPATI KARANGANYAR |

MEMUTUSKAN

~ Menetapkan ;v';_’VNPERATURAN 'DAERAH | TEN’I‘ANG ' PERUBAHAN ATAS';” R
o 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN  KARANGANYAR =~
~ NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN

- SUSUNAN  PERANGKAT ~ DAERAH KABUPATEN‘ e

Pasal I

jBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten :
o Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan}
‘dan. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar' .

N '(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 'I‘ahun 2016 3

o Nomor | 16 ’I‘ambahan Lembaran Daerah Kabupatena

o Karanganyar Nomor 67) dlubah sebagal benkut

I

|

[
x |

|



et

1 Ketentuan Pasal 1 angka 7 d1ubah dan angka 18 d1hapus ;
Lo sehmgga Keseluruhan Pasal 1 berbunyl sebagal berlkut

Pasal 1

v  Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dlmaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

: Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagal unsur’ e

i'penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memlmpm" ’

:‘--Pelaksanaan ‘urusan Pemenntahan yang menjadl L

vkewenangan Daerah otonom

‘:Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar
. Dewan Perwakllan Rakyat Daerahv yang selanJutnya
"?vdlsmgkat DPRD ‘adalah Dewan Perwakllan Rakyat
= f'v Daerah Kabupaten Karanganyar : o S
 Sekretariat Daerah ada_lah Sékrétariat -:""Dva’efah'. , =
':_Kabupaten Karanganyar RV .' R . ) R
. v_Sekretamat "DPRD adalah Sekretanat Dewanbv  '
'Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar | ‘
»Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten = o
;Karanganyar [T | o |
. »D1nas Daerah adalah Dmas Kabupaten Karanganyar
. Satuan Pohs1 Pamong Praja adalah Dmas Daerah yang“ !

:menyelenggarakan ) urusan .{ Pemerlntahan bldang o

*ketenteraman dan keteruban | umum, ~serta

'perhndungan masyarakat sub urusan ketenteraman _' o

) K operasmnal dan/ atau keglatan tekms penunjang . ,} : |

C L -dan ketertlban umum dan sub urusan kebakaran B
S - ’f':vKaranganyar
1L

| teknls Dlnas Yang melaksanakan keglatan tekms =

Badan Daerah adalah Badan Kabupaten'}_.}

Umt Pelaksana Tekms Dmas adalah unsur pelaksana o

tertentu :

12,
v :.tekms Badan untuk melaksanakan kegxatan tekn1s7 o

operasmnal dan/atau keg1atan | tekms penunjang o

.Unlt Pelaksana Tekms Badan adalah unsur pelaksana .

. ,' tertentu



ok

e

13,

14.

15

16.

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat

kewilayéhan | yang = dibentuk  dalam rangka |
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan .
Pemenntahan, pelayanan pubhk dan pemberdayaan |
masyarakat desa dan kelurahan. . .
Tipe A adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/
Sekretairfat DPRD/Inspektorat/ Dinas/Badan  yang
memiliki beban kerja besar. _
Tipe B adalah Klasifikasi Sekretariat Daerah/
Sekfetaﬁat DPRD /Inspektorat/Dinas/Badan yang
memiliki beban kerja sedang

Tipe C adalah klas1ﬁka81 Sekretan’at Daerah/

- Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dihas/Badan “yang

- 17.

memiliki beban kerja vkvecil.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipill dan pegawai -

N Pemermtah dengan perj;an_uan kerja yang bekerJa pada

18,

instansi Pemenntah
dihapus. ’

- 2. Ketentuan Pasal 2 d1ubah 'sehingga Keseluruhan Pasal 2

berbuny1 sebagau benkut

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan »Daerah,b ini- dibentukv Perangkat

Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

‘a. Sekretariat Daerah  merupakan Sekretariat

- Daerah Tipe A; :

b. Sekretarlat DPRD merupakan Sekretarlat DPRD
Tipe B; _ v

-c. Inspektorat Daerah inerupakan - Inspektorat
Daerah Tipé A; | |

~d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
- menyelenggarakan  urusan Pemerintahan

bidang pcndidikan dan bidang kebudayaan;



Dmas Kesehatan T1pe A menyelenggarakan”’\ o
o ; vurusan Pemermtahan bldang kesehatan, »j_': o
. ,Dmas Peker_]aan Umum’ dan Pcrumahanv‘:_-' B
Rakyat T1pe A menyelenggarakan urusanf,.i. o
1 .".Pemermtahan bldang pekerjaan urnum dan o :
e :vvpenataan ruang,. bldang perumahan dan“' o
| : ;kawasan permuklman dan bldang pertanahan, -
‘.’-_“Dlnas Perdagangan, Tenaga Kelja, Koperasn, o
| ‘Usaha “Kecil, dan Menengah T1pe A
e »_'menyelenggarakan f tlrusan | Pemcnntahan» .
bidang - perdagangan,v b1dang tenaga kelja, L
B *.fvbldang kopera31 usaha kecﬂ dan menengahv_ o )
dan bldang transmlgra31 _ R
._Dmas : Pemberdayaan - Perempuan’ :
N Perlmdungan Anak Pengendahan Penduduk
.fida'n'" Keluarga | Berencana ‘Tipe A
menyelenggarakan urusan Pemerlntahanv_ :
e - b1dang pemberdayaan perempuan ' dan  . j.
= f*lperhndungan anak bldang pengendahan o
penduduk dan keluarga berencana, N o
.:_Dmas . L1ngkungan Hldup T1pe A
u ‘j‘::'menyel'cnggarakan urusan Pemenntahan:._. '
v'..r_bldang lmgkungan hldup, bldang kehutanan ‘
o “dan " b1dang pekerjaan umum dan penataan:
“b_:_‘"ruang sub urusan persampahan ’
Satuan POhSl Pamong Prajé Tlpe |
L 'menyelenggarakan urusan Pemermtahan"_ B
»,_‘»bldang ketentcraman keter’uban umum, danf}
R ‘:.;:‘perlmdungan masyarakat dan sub urusan Yo
o .".:.'_.'_4‘_».,:kebakaran S . |
v Dinas. Perhubungan Tlpc C mcnyelenggarakan' : .f
f‘f-,_:;:urusan Pemermtahan bldang perhubungan, = o
Dinas Pertanian, Pangan dan Perlkanan Tlpe A
“: br’-.“v_lbmenyelenggarakan urusan Pememntahanv“ ‘v
l,bldang pertanxan, bldang pangan dan bldang
bkelautan dan penkanan ‘sub urusan

'perlkanan _:' Co T



e

) »;{’l:, .

10

D1nas Kependudukar dan Pencatatan Slpll :1 o

o 3 'T1pe ‘~ . B menyelenggarakan _ urusan
Pemermtahan bldang . adrmmstram

kependudukan dan pencatatan 31p11

. D1nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa?.‘ -
‘Tlpe o B - rnenyelenggarakan : urusan

Pemermtahan bldang | pcmbcrdayaan}}.j |

N o masyarakat dan Desa, .
- ‘. 12,

Terpadu Satu Pintu 'I‘lpe B menyelcnggarakan s

Dinas Penanaman Modal dariv‘ Pelayanan-’{[ '

o vurusan ’ Pernermtahan , b1dang penanaman” '

vbldang permdustrlan dan bldang energi

'v'_"_fvmodal dan pelayanan terpadu satu plntu'

o sumber daya mmeral

o ;'}'B menyelenggarakan urusan Pemenntahan o

- bldang panWlsata bldang kepemudaan danv_». _

b1dang kornumkas1 dan infdrrhasi, ” bldang S

Dmas Par1w1sata Pcmuda dan Olah Raga Tlpe_, N

. o olah raga, ,
14,
o Pemenntahan b1dang sos1a1

15.

}Dlnas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan}lﬂ_»' SR

Dmas Komumkam dan Informatlka TlpC C‘

»“menyelenggarakan urusan “Pcmcrlntahan

) 'persandlan, dan b1dan0 statlsuk

i 'menyelenggarakan B urusan Pemenntahan SR

Dlnas Kearsxpan dan Perpustakaan T1pe C:v

o ‘- bldang kear31pan dan bldang perpustakaan o

d1hapus

Badan Daerah terd1r1 dan

Badan Keuangan Daerah T1pe A melaksanakan )

1
fung81 penun]ang b1dang Keuangan | :
. Badan Perencanaan’ Penehtlan dan

f::Pengernbangan Tlpe A melaksanakan fungsx"

penunjang bxdang Perencanaan dan bldang’,'v'.'v

o ) .:Penehuan dan Pengembangan,



Cohe

PE AN

3 Badan Kepegawalan dan Pengembangan o

- Sumber Daya Manu31a T1pe B melaksanakan"” ':

- fungsi penunjang bldang kepegawa;an, o

, ) . o . co o B ‘pendldlkan, dan pelatlhan,

N N Badan Kesatuan Bangsa dan Pol1t1k Inten31tas

' ' , vv ) v: ':.”sedang Irnelaksanakan urusan pemerlntahan"_: }

: R ;jbldang kesatuan bangsa dan pohtlk
(2) Susunan Perangkat Daerah sebagmmana dlmaksud
pada ayat (1) t<|ercantum dalam Lamplran ini sebagai -
-’.v;,bag1an yang t1dak terplsahkan dengan Peraturan :

o Daerah 1n1

3 Ketentuan Pasal 7 d1ubah sehlngga Keseluruhan Pasal 7[ : :,
berbuny1 sebagal berlkut - ' : S

Pasal? oA e
(1) Selam Unlt Pelaksana Teknis Dmas Daérah' f
*sebagalmana ‘dltmaksud‘__v dalam, 'pas‘a'l}‘ 6, térdapévi_t‘_}v ,.
antara Iaxn ‘ - | v | _ - o
 a. di bidang pendldlkan ,v b_éfupa Satué_n ,pehdidikan'-
_»:'.',-.Dacrah dan R o e N
o b. 'd1 bldang kec ehatan berupa Rumah Saklt Daerah 5 o

' sebaga1 unit orgamsam ber31fat khusus dan Pusat';_ Lo

Kesehatan Masyarakat sebaga1 unlt Organlsasr[ o

N ber31fat fungsmnal yang memberlkan layanan'
| o

- secara profes1onal

(2) Satuan pendldlkan Daerah sebagalmana dlmaksud" _

pada ayat (1) ‘huruf a, berbentuk satuan pendldlkan

formal dan non formal

(3) Rumah Saklt Daerah scbagalmana dlmaksud pada

o ayat (1)‘ huruf 'b bers1fat otonom dalamg

o penyelenggaraan

| pengelolaan keuangan dan'A

. pengelolaan barang mlllk daerah serta pengelolaan' |

- kepegawalan

" 4. Ketentuan Pasal 10, dihapus.




S. Ketentuaﬁ Pasal :15 ayat (1) huruf c diubah vvsehir-lgga
Keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: |

Pasal 15 »
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Daerah | Kabupaten Karanganyar
" Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
~ Perwakilan ' Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
b ;"Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
‘2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
~ Daerah  Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas = Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembarah Daerah

' Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 2);
~¢. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
3 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan
~ Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan
' Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupat_en Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah 'Kabupaten Karanganyar Nomor
9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun
2009 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah

 Kabupaten Kararigany'ar'Tahun 2011 Nomor 9);



d Peraturan Daerah Kabupaten Kéranganyar
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Orgamsam dan Tata
Ker_la Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran

v Daerah Kabupaten Karanganyar ’I‘ahun 2009
Nomor 4), dan

e. Peraturan  Daerah ‘Ka‘lbubpatén | Karangényar- |
"Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerjé Badan Pelaksana _' Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah -

Kabupaten Karangényar Tahun 2009 Nomor 5),

dicabut dan dmyatakan t1dak berlaku

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang orgamsam '

Perangkat  Daerah, Wajlb mendasarkan -~ dan

menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan

Daerah ini.

T ~ Pasal II
Peraturan Daerah ini mula1 berlaku

- diundangkan.

pada tanggal

Agar séftiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ‘penempatannya

- dalam Lembavran:'Daeréh Kabupaten Karanganyar.

- Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 30 Desember 2019

' BUPATI KARANGANYAR,

| ttd.
JULIYATMONO

. D1undangkan dl Kar ganyar
pada tanggal aD,e e b L.9/9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.. :
SUTARNO

PROVINSI JAWA TENGAH : (22 - 442/2019)

'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR 22
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR, '
Kepala Ba‘g%gn.Hukum, _Q‘(‘

\...

ZUL]‘(KAR

HADIDH

NIP. 19750311

99903 1 009



B 'Pernerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam “

» 2016 tentang Perangkat Daerah sebagalaman telah dlubah denganbb
’Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas;::- S
T v Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah :

R
o PasalI

T '-',"'PENJELASAN:V L
RANCANGAN PERATURAN DAERAH K,ABUPATET\I KARANGANYAR
| NOMOR 22 TAHUN 2019 e
TENTANG '

' PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN -
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR o

UMUM

'Kara.nganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten s Karanganyar berdasarkan Peraturan‘ T

pelaksanaan guna terwu_]udnya efektlﬁtas, 1ntegra51, smkromsas1, dan o B

31mp11ka31 kelembagaan antara Pemerlntah Pusat dan Pemenntahan

R Daerah perlu adanya penyesuman-penyesualan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menten Dalam Negen 107 -

E Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah PI‘OVIDSI R
' 3 Dan Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menterl Dalam Negen 1 1 Tahun 2019 . -
o tenta.ng Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerlntahan d1_:v R

'Bldang Kesatuan Bangsa dan Pohtlk maka perlu menyesualkan dan SR

menata Perangkat Daerah Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan_: R

 Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapalan v131, :

‘_mlsl, dan tujuan Pemerlntahan Daerah serta guna efektlﬁtas, eﬁSIen31 dan
‘opt1mal1sa81 dalam pelaksanaan tugas perlu melakukan penataan - |
Perangkat Dacrah berdasarkan Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun R

dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 16 ‘Tahun 2016 tentang. S

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar o S

PASAL DEMI PASAL

"§Pasa11 N
’ Cukup_lelas S

Bahwa dengan telah dltetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten‘ﬁ -



L.
‘v dé

. Pasal2

Ayat (1)
Huruf a o
" Cukup jelas.
Hurufb
. | - . Cukupjelas.
: Huruf ¢ |
Cukup jeias.
~ Hurufd
| - Cukup jelas.
Hurufe
- Angka 1
Cukup jelas.'
Angka 2
Cukup jelas .
Angka 3
o Cukup jelas
. Angka4 o | |
Yang dimaksud dengan “Intensitas
sedang” adalah klésiﬁkasi Perangkat
Daerah 'melaksanakan urusan
Pemerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik yang memiliki volume beban
tugas sedang untuk mendukung dan
menunjang  pelaksanaan  Urusan
. Pemerintahan.
Ayat (2)
- | Cukup jelas.
Pasal7 .
~ Cukupjelas.
Pasal 10
- Cukup jelas.
Pasal 15
‘ | Cukup jelas.
Pasalll : |

J. Cukup jélas.

' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 113



¢ v——————

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAN‘GANYAR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -
- NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR.

S BUPATI lvlllllllvlllllll....-.lu .
- WAKIL BUPATI ‘ : DPRD
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